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NIDN. 0709077901 NIM. 22107710082

v



RINGKASAN

Nabila Nur Fitria, 22107710082. Laporan Praktik Kerja Lapangan di
Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum,
2026. Dibawah Bimbingan Bapak Imam Slamet, S.H., M.H sebagai Dosen
Pembimbing dan Bapak Muhammad Igbal Hutabarat, S.H., M.H sebagai Dosen

Pembimbing Lapangan.

Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan mulai pada
tanggal 01 Februari 2026 sampai tanggal 01 Maret 2026 di Pengadilan Negeri Blitar
Kelas IA yang berlokasi di Jalam Imam Bonjol No. 68, Kota Blitar, Jawa Timur.
Dalam Kegiatan Praktik Kerja Lapangan, penulis menggunakan metode partisipasif
yaitu dengan ikut serta berpartisipasi pada seluruh kegiatan yang terdapat di
Pengadilan Negeri Blitar sesuai dengan arahan Bapak Muhammad Igbal Hutabarat,
S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Lapangan.

Pengadilan Negeri Blitar memiliki sejarah yaitu bediri sejak jaman
Penjajahan Kolonial Belanda Tahun 1815 dengan sebutan (landraad blitar), dan
berkantor di JI. Dr. Wahidin No.3 Kota Blitar, yang mana pada saat itu Pengadilan
Negeri Blitar luas wilayah hukumnya sampai ke daerah Wajak Kabupaten
Tulungagung. Pada tahun 1971 Gedung Kantor Pengadilan Negeri Blitar telah
dilakukan Renovasi, Oleh karena Tanah yang ditempati kantor Pengadilan Negeri
Blitar tersebut adalah Hak Guna Bangunan maka pada tahun 1970 sebagian tanah
yang ditempati Kantor Pengadilan Negeri Blitar yang menghadap ke Jl. A. Yani
Kota Blitar diminta oleh Pemerintah Kabupaten Blitar akan digunakan untuk rumah
dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar.
Pengadilan Negerii Blitar memiliki Wilayah Yuridiksi yang terdiri dari 2 (dua)
wilayah, yaitu Kota Blitar dan Kabupaten Blitar.

Seiring dengan berkembangnya zaman sampai saat ini, Kepala Pengadilan

Negeri Blitar sudah berganti mulai sejak pertama yaitu Imam Soetedjo, S.H. masa



jabatan 1972 s/d 1977, kemudian Soekarno, S.H. masa jabatan 1978 s/d 1985 dan
pada tahun 2021 s/d 2025 diduduki oleh Bapak Iwan Anggoro Warsita, S.H.,
M.Hum dan di tahun 2025 sampai dengan saat ini dipimpim oleh Derman
Parlungguan Nababan, S.H., M.H. Dengan berubahnya pimpinan Kepala
Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA tidak mengubah visi dan misi yang perlu
dijalankan oleh instansi tersebut. Bukan hanya visi dan misi, Pengadiln Negeri
Blitar Kelas IA memiliki layanan khusus untuk disabilitas, memberikan pelayanan
yang menjunjung tinggi nilai kelembagaan dan Sumpah/Janji yang sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri
Sipil serta Kode Etik Kepaniteraan yang diubah menjai Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Adapun VISI dan MISI yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Blitar Kelas
IA, sebagai berikut:
VISI :
“Terwujudnya Pengailan Negeri Blitar Kelas IA yang Agung”

MISI :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Blitar;
Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Blitar;

> » b

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Blitar.

Melalui penerapan visi dan misi tersebut, dapat menjadi landasan dalam
mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan mendapatkan penilaian yang baik
menurut pandangan masyarakat. Pelaksanaan visi dan misi ini memerlukan kerja
sama yang sinergis antara Ketua Pengadilan Negeri Blitar dengan seluruh pegawai

di lingkungan institusi.
Struktur organisasi di Pengadilan Negeri Blitar terdiri atas beberapa unsur,

yaitu Ketua; Wakil Ketua; Hakim; Panitera yang terdiri dari Panmud Perdata,

Panmud Pidana dan Panmud Hukum serta Kelompok Jabatan fungsional; Sekretaris
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yang terdiri dari Kasub PTIP, Kasub Kepegawaian, Kasub Umum dan Keuangan
serta Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing jabatan struktural dan
fungsional tersebut memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda. Namun, tetap
berorientasi pada satu tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik
untuk masyarakat. Tugas dan kewajiban ringkasnya seperti Ketua dan Wakil Ketua
Pengadilan Negeri memiliki hak untuk mengatur pembagian tugas para hakim dan
melaksanakan pengawasan bagi Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktural dan

Fungsional serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.

Begitupun untuk majelis hakim dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan
kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya, hal ini hakim turut dibantu dengan
Panitera ataupun Panitera Pengganti. Selain itu, Panitera bertanggung jawab atas
pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara,
uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan suratsurat lainnya
yang disimpan di kepaniteraan. Jika ditinjau dari struktur organisasinya, jabatan
struktural Panitera di bawahnya ada Panitera Muda Perdata, Pidana dan Hukum
yang memiliki tugas dan kewajiban untuk mengawasi staff meja I, II, dan IIL.

Sementara itu, staff meja I, I, dan III memiliki tugas dan kewajiban.
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HALAMAN PERUNTUKAN

Alhamdulilahirabbil’alamin saya ucapkan puji syukur atas Rahmat Allah

SWT. Sebagai ucapan syukur atas Laporan Kerja Lapangan ini saya persembahkan

kepada:

1.

Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat dan karunia serta kesehatan
sehingga saya dapat menyelesaikan Hasil Laporan ini dengan maksimal.
Terima kasih saya ucapkan kepada diri sendiri yang telah bertahan sejauh
ini dan tetap semangat untuk kerja, kuliah dan menyelesaikan tugas ini serta
telah berusaha semaksimal mungkin.

Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga saya, terutama Ibu saya yang
telah berjuang memberikan yang terbaik untuk saya sehingga dapat
menempuh perkuliahan sampai saat ini serta ayah saya yang telah
mendoakan saya agar tetap semangat dan berjuang untuk hidup saya, dan
keluarga besar saya yang lainnya yang telah memberikan dukungan tanpa
lelah.

Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Slamet, S.H., M.H
selaku Dosen Pembimbing dan Bapak Muhammad Igbal Hutabarat, S.H.,
M.H selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang senantiasa selalu
memberikan arahan, motivasi, ilmu baru dan pengalaman serta telah
menyempatkan waktu untuk membimbing saya dalam pelaksanaan
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan hingga laporan ini selesai.

Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak baik Ketua, Wakil Ketua,
Sekretaris, Hakim hingga pegawai yang ada di Pengadilan Negeri Blitar
Kelas IA telah menerima, membimbing dan memberikan pengalam yang
baru untuk saya selama Kegiatan PKL berlangsung.

Tak lupa saya ucapkan untuk teman-teman seperjuangan saya yang telah

membantu disaat saya dalam keadaan kesulitan.
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Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar.

. Bapak Imam Slamet, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah

memberikan arahan, bimbingan, serta masukan dalam penyusunan laporan
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Seluruh pihak Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA, baik Ketua, Wakil Ketua,
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semangat dalam menyelesaikan laporan ini.

Blitar , 7 Mei 2026

Penulis,

Nabila Nur Fitria
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia,
karena melalui proses pendidikan setiap individu dapat mengembangkan potensi
dirinya secara maksimal. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan
merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan
suasana serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berperan aktif
dalam mengembangkan potensi dirinya, baik dari segi spiritual, kepribadian,
kecerdasan, maupun keterampilan yang dibutuhkan bagi diri sendiri, masyarakat,
bangsa, dan negara.

Pesatnya kemajuan teknologi saat ini menuntut institusi pendidikan untuk
mencetak lulusan yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki
kemampuan praktik yang baik. Hal ini sejalan dengan PP No. 60 Tahun 1999 yang
menekankan peran perguruan tinggi dalam membekali mahasiswa dengan
kemampuan akademik sekaligus profesionalisme yang relevan. Salah satu upaya
yang dilakukan adalah melalui program Praktik Kerja Lapangan (PKL), yang
berfungsi sebagai sarana untuk menjembatani teori yang diperoleh di bangku kuliah
dengan praktik di dunia kerja. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat
mengembangkan kemampuan analisis, berpikir kritis, serta keterampilan bekerja
sama dalam menghadapi kondisi nyata di lapangan.

Pengalaman praktik tersebut sangat penting dalam membentuk keterampilan
teknis dan sikap profesional sebelum memasuki dunia kerja yang semakin
kompetitif. Selain memberikan manfaat bagi mahasiswa, program PKL juga
memberikan kontribusi bagi instansi melalui dukungan tenaga serta ide-ide baru.
Oleh karena itu, penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di Pengadilan Negeri
Blitar Kelas IA sebagai sarana untuk menerapkan ilmu hukum yang telah dipelajari
sekaligus memperluas wawasan di bidang peradilan.

Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA merupakan salah satu instansi yang bekerja

sama dengan Universitas Islam Balitar, khususnya Fakultas Hukum, dalam



pelaksanaan program PKL. Pengadilan Negeri sendiri merupakan lembaga
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan memiliki tugas untuk
memeriksa, mengadili, serta memutus perkara, baik perdata maupun pidana.

Secara historis, Pengadilan Negeri Blitar telah berdiri sejak masa penjajahan
Belanda pada tahun 1815 dengan nama Landraad Blitar. Saat ini, kantor Pengadilan
Negeri Blitar beralamat di J1. Dr. Wahidin No. 3 Kota Blitar. Pada awal berdirinya,
wilayah hukum pengadilan ini mencakup wilayah yang cukup luas, termasuk
daerah Wajak di Kabupaten Tulungagung. Seiring perkembangan waktu, gedung
pengadilan mengalami renovasi pada tahun 1971 yang berkaitan dengan perubahan
penggunaan sebagian lahan oleh pemerintah daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA didukung
oleh struktur organisasi yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan
Sekretaris. Struktur organisasi tersebut sebagaimana terlampir pada Gambar 1.1.
Bagian kepaniteraan terbagi menjadi Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana,
dan Panitera Muda Hukum yang bertanggung jawab dalam pengelolaan
administrasi perkara. Sementara itu, bagian kesekretariatan meliputi Subbagian
Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP), Subbagian Kepegawaian,

serta Subbagian Umum dan Keuangan yang mendukung administrasi kelembagaan.

’ [ STRl“\Ii R ORGAN
‘ A BILAN NEGER] |

| HAKIM

PANITERA 2

S =

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA




Sesuai dengan ilustrasi struktur organisasi tersebut, Pengadilan Negeri Blitar
Kelas A memiliki pembagian jabatan struktural yang jelas. Namun demikian,
dalam pelaksanaan persidangan, struktur tersebut tidak selalu berlaku secara kaku.
Ketua dan Wakil Ketua tetap menjalankan peran sebagai hakim dalam persidangan,
sementara panitera muda dapat bertugas sebagai panitera pengganti. Hakim
merupakan pejabat negara yang memiliki tugas dan wewenang utama untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara guna menegakkan hukum dan
keadilan, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Selain menjalankan tugas
dalam persidangan, hakim juga memiliki peran lain di luar persidangan, seperti
bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa.

Ketentuan mengenai peran hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang tersebut
dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bersifat
mandiri untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Dengan demikian, hakim berperan sebagai pelaksana utama kekuasaan
kehakiman.

Di sisi lain, panitera memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran
proses peradilan. Panitera bertugas membantu hakim dalam proses pemeriksaan
perkara hingga penetapan putusan. Selain itu, panitera juga bertanggung jawab
dalam pengelolaan administrasi perkara di lingkungan pengadilan, baik pada
tingkat pertama maupun tingkat banding, dalam berbagai jenis peradilan.

Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA memiliki satu panitera, tiga Panitera Muda
(Perdata, Pidana, dan Hukum), serta lima Panitera Pengganti. Selama pelaksanaan
Praktik Kerja Lapangan, penulis mendapat kesempatan ditempatkan di enam
ruangan berbeda, sehingga dapat mengenal secara langsung berbagai bidang kerja,
mulai dari kepaniteraan perdata, pidana, bidang hukum, hingga bagian administrasi.
Melalui rotasi tersebut, penulis memperoleh pengalaman yang lebih luas dan
pemahaman yang menyeluruh mengenai sistem kerja serta keterkaitan antarbagian
dalam mendukung proses peradilan.

Selain itu, penulis juga berupaya menghubungkan teori yang diperoleh

selama perkuliahan dengan praktik di lapangan. Penulis berkesempatan mengikuti



alur persidangan secara langsung, mulai dari pendaftaran perkara melalui e-Court
hingga tahap putusan hakim. Pengalaman ini memberikan gambaran nyata tentang
proses beracara di pengadilan sekaligus memperdalam pemahaman terhadap dunia

peradilan. Adapun alurnya sebagai berikut:
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Gambar 1. 2 Alur Persidangan Gugatan Perdata dan Alur
Persidangan Pidana Biasa Pengadilan Negeri Blitar

Penulis juga memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan mengamati secara
langsung jalannya persidangan, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Dalam
perkara perdata, penulis mengamati beberapa kasus seperti perceraian, perubahan
nama, serta jual beli tanah. Sementara itu, dalam perkara pidana, penulis
menyaksikan penanganan kasus pencurian, penyalahgunaan obat-obatan,
penggunaan narkotika, pembunuhan, serta penganiayaan yang mengakibatkan

kematian.



1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) tidak hanya untuk

memenuhi persyaratan akademik dalam penyusunan Karya Ilmiah II (Skripsi),

tetapi juga sebagai:

1.

Sarana untuk mengembangkan serta mengimplementasikan ilmu yang telah
diperoleh selama perkuliahan, sekaligus memperoleh pengalaman langsung di
dunia kerja, khususnya di Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA.

Upaya untuk memahami secara nyata proses penanganan perkara perdata dan
pidana serta mengetahui berbagai jenis perkara yang ditangani di lingkungan
peradilan.

Sarana untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan hukum dalam
praktik persidangan, sehingga mahasiswa memiliki kesiapan untuk beradaptasi

dan bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Negeri

Blitar Kelas IA tidak hanya dirasakan oleh penulis (mahasiswa), tetapi juga oleh

instansi dan perguruan tinggi. Adapun manfaat yang diperoleh adalah sebagai

berikut:

1.

Menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman praktis mahasiswa,
sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap penerapan teori hukum dalam
praktik nyata.

Mengembangkan keterampilan, kemampuan berpikir kritis, serta sikap
profesional, sekaligus melatih kepercayaan diri dalam menghadapi dunia kerja.
Memberikan kontribusi bagi instansi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan
serta mempererat kerja sama dengan perguruan tinggi.

Menjadi sarana bagi perguruan tinggi untuk menjalin kemitraan serta sebagai

bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan berbasis praktik.



BAB II
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlangsung selama kurang lebih
satu bulan, yaitu sejak tanggal 1 Februari hingga 1 Maret 2026, dengan total waktu
kegiatan selama 27 hari. Dalam pelaksanaannya, penulis mengikuti kegiatan PKL
bersama tujuh mahasiswa lain yang berasal dari Universitas Islam Balitar
(UNISBA). Kegiatan ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA yang

beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 68, Kota Blitar, Jawa Timur.

Kegiatan PKL dilaksanakan pada hari kerja, yaitu Senin sampai dengan
Jumat. Untuk hari Senin hingga Kamis, kegiatan dimulai pukul 07.30 WIB dan
berakhir pada pukul 16.00 WIB. Sementara itu, pada hari Jumat kegiatan dimulai
pukul 07.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Namun demikian, karena pelaksanaan
PKL bertepatan dengan bulan Ramadan, terdapat penyesuaian terhadap jam kerja.
Pada periode tersebut, kegiatan dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB
untuk hari Senin sampai Kamis, sedangkan pada hari Jumat berlangsung dari pukul

08.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB.

2.2 Metode

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, penulis menggunakan metode partisipatif,
yaitu dengan berperan aktif dan terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang
berlangsung selama Praktik Kerja Lapangan. Melalui pendekatan ini, penulis tidak
hanya mengamati, tetapi juga ikut serta dalam aktivitas yang ada sehingga dapat
memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses kerja di instansi

tersebut.

2.3 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh penulis selama menjalani Praktik
Kerja Lapangan kurang lebih satu bulan di Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA akan

diuiaikan sebagai berikut:



1) Hari ke-1 (Senin, 2 Ferbuari 2026)

Kegiatan

Mengikuti apel pagi untuk koordinasi dan perkenalan
mahasiswa PKL dengan Ketua Pengadilan Negeri Bapak
Derman Parlungguan Nababan, S.H., M.H, serta Wakil Bapak
Agus Darmanto S.H., M.H., dilanjutkan pembagian dan
penempatan ruangan PKL, melakukan pemindaian dan
penjilidan dokumen laporan pengawasan antar bidang serta
penyerahannya kepada Wakil Ketua, serta mengajukan

permintaan ATK di bidang umum.

Penjelasan

Kegiatan pada hari tersebut diawali dengan apel pagi yang
diikuti oleh seluruh mahasiswa PKL. Setelah apel pagi, seluruh
mahasiswa PKL melakukan perkenalan diri kepada Ketua
Pengadilan Negeri, Bapak Bapak Derman Parlungguan
Nababan, S.H., M.H, serta Wakil Ketua, Bapak Agus Darmanto.
Suasana perkenalan berlangsung dengan baik dan memberikan
kesempatan bagi mahasiswa untuk lebih mengenal pimpinan
serta lingkungan kerja secara langsung.

Selanjutnya, dilakukan pembagian ruangan PKL sesuai
dengan penempatan yang telah ditentukan. Setelah mendapatkan
ruangan masing-masing, mahasiswa mulai menyesuaikan diri
dengan lingkungan kerja serta memahami tugas-tugas yang akan
dijalankan.

Saya mendapatkan bagian di (Sub bagian PTIP). Kegiatan
selanjutnya, melaksanakan pemindaian (scan) dokumen laporan
pengawasan antar bidang. Setelah seluruh dokumen selesai
dipindai, kegiatan dilanjutkan dengan proses penjilidan agar
dokumen tersusun rapi dan mudah diarsipkan. Dokumen laporan
yang telah dijilid kemudian diserahkan kepada Wakil Ketua
sebagai bagian dari proses administrasi.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran kegiatan sehari-hari,
penulis juga melakukan permintaan alat tulis kantor (ATK) di

bidang umum sesuai dengan kebutuhan kerja.




Dokumentasi

Mengikuti apel pagi bersama seluruh hakim dan pegawai

Pengadilan Negeri Blitar.

Penerimaan dan penyambutan Ketua Pengadilan Negeri

bersama mahasiswa UNISBA Blitar.

Scan dokumen laporan pengawasan antar bidang




2) Hari ke-2 (Selasa, 3 Februari 2026)

Kegiatan

Melihat persidangan pidana di Ruang Sidang Cakra serta

merancang ide konsep konten PTIP.

Penjelasan

Penulis berkesempatan untuk mengikuti dan mengamati
jalannya persidangan pidana yang berlangsung di Ruang Sidang
Cakra. Melalui kegiatan ini, penulis dapat melihat secara
langsung proses persidangan, mulai dari pembukaan sidang,
pemeriksaan para pihak, hingga tahapan-tahapan lain dalam

proses peradilan pidana.

Selain melakukan observasi persidangan, mahasiswa juga
mulai merancang ide dan konsep konten untuk PTIP. Dalam
kegiatan ini, penulis berdiskusi dan menuangkan gagasan terkait
bentuk konten yang informatif dan mudah dipahami oleh
masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan dan
pelayanan di Pengadilan Negeri. Proses perancangan ini menjadi
langkah awal dalam mengembangkan media informasi yang

lebih menarik dan komunikatif.

Dokumentasi

Mengikuti persidangan di Ruang Sidang Cakra




Merancang ide dan konsep konten untuk ( Bagian Sub PTIP)

3) Hari ke-3 (Rabu, 4 Februari 2026)

Kegiatan Menyalin berita acara penyerahan uang leges PNBP ke
dalam register, mengantar dan meminta tanda tangan untuk surat
kuasa, mengisi buku register perkara pidana, serta mengarsipkan
nomor putusan ke SIPP.

Penjelasan Turut melaksanakan kegiatan di Ruang Kepaniteraan

Hukum sebagai pengganti rekan PKL yang sedang sakit. Penulis
diberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam beberapa
pekerjaan administrasi, salah satunya adalah menyalin berita
acara penyerahan uang leges PNBP ke dalam buku register.
Selain itu, penulis juga mengantar surat kuasa untuk
ditandatangani oleh Bapak Endro Asmono S.H, M. H. Proses ini

memberikan pengalaman langsung terkait alur administrasi

10




surat-menyurat serta pentingnya koordinasi dengan pihak terkait
dalam penyelesaian dokumen.

Kegiatan lainnya yang dilakukan adalah mengisi buku
register perkara pidana. Penulis juga melakukan pengarsipan
nomor putusan ke SIPP, yang bertujuan untuk memudahkan

penyimpanan serta pencarian data secara lebih efisien.

Dokumentasi

Menyalin dan menuliskan berita acara penyerahan uang leges
PNBP ke dalam register PNBP.
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Meminta tandatangan bapak Endro Asmono S.H, M.H

11




Mengarsipkan nomor putusan dalam (SIPP)

12




4) Hari ke-4 (Kamis, 5 Februari 2026)

Kegiatan

Pengetikan berita acara perdata penyusunan akta
kematian, serta melakukan pengecekan berkas perkara pidana

dan perdata.

Penjelasan

Pada hari ini sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan
di rolling di ruang Kepaniteraan Perdata. Penulis diberikan
kesempatan untuk mengetik berita acara perdata penyusunan
akta kematian.
Selain itu, penulis juga melakukan pengecekan berkas perkara,
baik pidana maupun perdata. Kegiatan ini bertujuan untuk
memastikan kelengkapan dan kerapian dokumen yang berkaitan

dengan setiap perkara

Dokumentasi

|

Melakukan pengecekan berkas perkara perdata.
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Melakukan pengecekan berkas perkara pidana.

5) Hari ke-5 (Jum’at, 6 Februari 2026)

Kegiatan Mengisi register induk perkara perdata gugatan PN,
melaksanakan pembagian untuk PTPS, serta mengikuti apel
sore.

Penjelasan Pada hari ini di ruangan kepaniteraan pertada. Penulis

mengawali kegiatan dengan mengisi register induk perkara
perdata gugatan Pengadilan Negeri. Kegiatan ini memberikan
pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkara secara
sistematis sebagai bagian dari administrasi peradilan.

Selanjutnya, Menerima arahan Bapak Ari Efendi, S.H., M.H.
sebagai Sekretaris PN Blitar untuk membantu pelayanan di meja
PTSP. Dilanjutkan dengan kegiatan apel sore guna mengakhiri

seluruh rangkaian aktivitas di Pengadilan Negeri.

14




DokumentaSi
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6) Hari ke-6 (Sabtu, 07 Februari 2026)

Kegiatan

LIBUR

7) Hari ke-7 (Minggu, 08 Februari 2026)

Kegiatan

LIBUR

8) Hari ke-8 (Senin, 09 Februari 2026)

Kegiatan

Mengikuti apel pagi serta mengisi register induk perkara

perdata gugatan PN di Ruang Perdata

Penjelasan

Kegiatan diawali dengan mengikuti apel pagi bersama.
Setelah apel pagi, kegiatan dilanjutkan di ruang Kepaniteraan
Perdata. Penulis diberikan tugas untuk mengisi register induk
perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri. Melalui kegiatan ini,
mahasiswa dapat memahami pentingnya pencatatan perkara
secara tertib dan sistematis sebagai bagian dari administrasi

peradilan.

Dokumentasi

PE

Apel Pagi di halaman Pengadilan Negeri
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Mengisi register induk perkara perdata.

17




9) Hari ke-9 (Selasa, 10 Februari 2026)

Kegiatan

Menyusun surat putusan, mengikuti persidangan di Ruang

Sidang Cakra, serta meminta tanda tangan Panitera Pengganti.

Penjelasan

Kegiatan dilaksanakan di ruang Kepaniteraan Pidana, di
mana penulis terlibat dalam penyusunan surat putusan Pidana
yang di bimbing oleh bapak Muhammad Igbal Hutabarat S.H.,
M.H. Meminta tandatangan panitera pengganti kepada bapak
Agus Santoso dan Bapak Mukhayani. Selain itu, penulis juga
mengikuti jalannya persidangan di Ruang Sidang Cakra untuk
memperoleh pemahaman secara langsung mengenai proses

peradilan.

Dokumentasi

Membuat surat putusan Pidana.
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Persidangan di Ruang Sidang Cakra.
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10) Hari ke-10 (Rabu, 11 Februari 2026)

Kegiatan Memberikan stempel pada salinan informasi putusan pidana.

Penjelasan Penulis memberikan stempel pada salinan informasi
putusan pidana sebagai bagian dari proses administrasi. Kegiatan
ini dilakukan untuk memastikan keabsahan dokumen serta
kelengkapan dalam pengelolaan arsip perkara..

Dokumentasi

Memberikan stempel pada salinan informasi putusan pidana.

11) Hari ke-11 (Kamis, 12 Februari 2026)

Kegiatan Mengikuti pengajian pagi menyambut bulan ramadhan,
menempelkan isi register perkara pidana, serta menerima materi
mengenai macam-macam eksekusi yang disampaikan oleh
Bapak Panitera Dr. Sekhroni, S.H., S.Ag., M.H.

Penjelasan Kegiatan diawali dengan mengikuti pengajian pagi dalam

rangka menyambut bulan Ramadhan. Setelah itu, penulis
melanjutkan aktivitas dengan mengisi register perkara pidana
sebagai bagian dari administrasi perkara. Kegiatan ini bertujuan
untuk memastikan data tersusun secara rapi dan mudah diakses.

Selanjutnya, penulis juga menerima materi yang

disampaikan oleh Bapak Panitera Dr. Sekhroni, S.H., S.Ag.,

20




M.H. mengenai berbagai jenis eksekusi dalam praktik peradilan,

yaitu:

1.

Eksekusi pembayaran sejumlah uang, yaitu pelaksanaan
putusan yang berkaitan dengan pembayaran harta benda
yang ada atau yang akan ada (jaminan), sebagaimana
diatur dalam Pasal 196 HIR.

Eksekusi untuk melakukan atau tidak melakukan suatu
perbuatan tertentu, yang diatur dalam Pasal 224 HIR.
Eksekusi dalam perkara lingkungan hidup, yang
berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan
lingkungan, seperti pembakaran hutan atau pencemaran
limbah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1999 tentang PPLH.

Eksekusi riil, yaitu pelaksanaan putusan yang bertujuan
untuk menyerahkan suatu barang. Eksekusi riil meliputi
beberapa  bentuk, seperti penyerahan  barang,
pembongkaran bangunan, serta pengosongan rumabh,

gedung, atau tempat lainnya.

Dokumentasi

Pengajian pagi menyambut bulan suci Ramadhan.
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Mengisi register perkara pidana.

Pemberian materi mengenai berbagai macam eksekusi oleh
Bapak Panitera Dr. Sekhroni, S.H., S.Ag., M.H.
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12) Hari ke-12 (Jum’at, 13 Februari 2026)

Kegiatan

Rolling jadwal ruangan di bagian Kepegawaian.
Mengikuti kegiatan eksekusi riil pengosongan gedung GAPERO
dalam perkara perdata sengketa tanah pada pagi hari, serta
melakukan permintaan tanda tangan staf pegawai dan hakim
pada daftar hadir yang belum ditandatangani. Turut serta dalam

proses eksekusi kemudian dilanjutkan dengan apel sore.

Penjelasan

Kegiatan dilaksanakan di ruang Kepegawaian. Pada pagi
hari, penulis turut serta dalam pelaksanaan eksekusi riil berupa
pengosongan gedung GAPERO dalam perkara perdata sengketa
tanah. Sebelum pelaksanaan eksekusi, para pihak yang
bersangkutan telah diberikan peringatan untuk mengosongkan
gedung, namun masih terdapat pihak yang tidak mengindahkan
peringatan tersebut.

Dari total 8 (delapan) kepala keluarga yang menempati
gedung, hanya satu pihak yang belum melakukan pengosongan
pada hari pelaksanaan. Sempat terjadi negosiasi, di mana pihak
tergugat meminta tambahan waktu hingga Sabtu, 14 Februari
2026. Namun demikian, pelaksanaan eksekusi tetap dijalankan
sesuai perintah Pengadilan Negeri Blitar. Kegiatan eksekusi
pengosongan selesai pada pukul 15.30 WIB.

Selain itu, penulis juga melakukan permintaan tanda
tangan kepada pegawai dan hakim yang belum menandatangani
daftar hadir. Kegiatan ditutup dengan pelaksanaan apel sore

bersama seluruh pegawai.

23




Dokumentasi
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Apel sore.
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13) Hari ke-13 (Sabtu, 14 Februari 2026)

Kegiatan

LIBUR

14) Hari ke-14 (Minggu, 15 Februari 2026)

Kegiatan

LIBUR

15) Hari ke-15 (Senin, 16 Februari 2026)

Kegiatan

CUTI BERSAMA HARI RAYA IMLEK

16) Hari ke-16 (Selasa, 17 Februari 2026)

Kegiatan

HARI RAYA IMLEK 2577

17) Hari ke-17 (Rabu, 18 Februari 2026)

Kegiatan Melakukan permintaan tanda tangan cuti kepada Bapak
Ketua Hakim, meminta tanda tangan absensi hakim dan staf
karyawan, dan meminta tanda tanggan tanda terima tunjangan
kinerja khusus Pengadilan Negeri Blitar

Penjelasan Kegiatan dilaksanakan di ruang Kepegawaian. Penulis

melakukan permohonan tanda tangan cuti kepada Ketua
Pengadilan sebagai bagian dari administrasi kepegawaian, serta
meminta pengesahan absensi dari hakim dan staf untuk
melengkapi data kehadiran.

Selain itu, penulis membantu meminta tanda tanggan

terima tunjangan kinerja khusus di Pengadilan Negeri Blitar.

25




Dokumentasi

i £33 b
meminta tanda tanggan tanda terima tunjangan kinerja khusus
Pengadilan Negeri Blitar

18) Hari ke-18 (Kamis, 19 Februari 2026)

Kegiatan

Merekap absensi staf dan hakim yang belu menandatangani,
meminta tanda tangan Bapak Wakil Ketua terkait rekapitulasi
absensi pegawai dan hakim Pengadilan Negeri Blitar,Penulis
membantu mengelompokkan dan menempatkan surat izin cuti
pada kotak penyimpanan arsip sesuai prosedur administrasi dan

menulis lembar deposisi ke buku register surat masuk .

26




Penjelasan

Kegiatan berlangsung di ruang Kepegawaian. Penulis
membantu merekap data absensi staf pegawai dan hakim yang
belum melakukan tanda tangan kehadiran guna memastikan
kelengkapan administrasi kepegawaian di Pengadilan Negeri
Blitar Penulis membantu meminta tanda tangan Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Blitar terkait rekapitulasi absensi staf
pegawai dan hakim sebagai bentuk pengesahan administrasi
kehadiran pegawai Penulis melaksanakan kegiatan administrasi
dengan menulis dan mencatat data cuti pegawai ke dalam buku
register cuti sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku.

Penulis membantu menempatkan surat izin cuti ke dalam
tempat penyimpanan arsip berdasarkan klasifikasi administrasi
guna menjaga kerapian. ketertiban, dan kemudahan dalam
pencarian dokumen dan melakukan pencatatan surat masuk pada

buku atau register disposisi untuk mendukung proses

dokumentasi pengarsipan.

Dokumentasi

P

Merekap absensi staf pegawai dan hakim.
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Meminta tanda tangan Wakil Ketua Pengadilan terkait rekapan
absensi staf pegawai dan hakim PN.
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Mengarsipkan surat izin cuti di kotak penyimpanan.
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Pencatatan surat masuk

19) Hari ke-19 (Jum’at, 20 Februari 2026)

Kegiatan

IZIN, DIKARENAKAN SAKIT.

20) Hari ke-20 (Sabtu, 21 Februari 2026)

Kegiatan

LIBUR

21) Hari ke-21 (Minggu, 22 Februari 2026)

Kegiatan

LIBUR

22) Hari ke-22 (Senin, 23 Februari 2026)

Kegiatan Kegiatan di ruang Kepaniteraan Perdata, dan mengisi
register induk perkara perdata gugatan.
Penjelasan Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, penulis yang

semula di jadwalkan berada di Sub Bagian Umum kembali
diarahkan ke bagian Kepaniteraan Perdata untuk membantu

pelaksanaan tugas administrasi berdasarkan kebutuhan kerja
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pada saat itu.. Penulis mengisi register induk perkara perdata
gugatan sebagai bagian dari proses administrasi perkara. Melalui
kegiatan ini, penulis memahami pentingnya pencatatan data
perkara secara sistematis dan rapi guna memudahkan

penelusuran serta pengelolaan dokumen di kemudian hari.

Dokumentasi

Mengisi buku register induk perkara perdata

23) Hari ke-23 (Selasa, 24 Februari 2026)

Kegiatan Mengisi register induk perkara perdata gugatan meliputi
perkara perceraian, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum.
Penjelasan Kegiatan dilaksanakan di ruang Kepaniteraan Perdata.

Penulis mengisi register induk perkara perdata gugatan yang
meliputi beberapa jenis perkara, antara lain perceraian,
wanprestasi, serta perbuatan melawan hukum. Kegiatan ini
bertujuan untuk memastikan pencatatan perkara dilakukan
secara tertib dan sistematis sebagai bagian dari administrasi

peradilan.
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24) Hari ke-24 (Rabu, 25 Februari 2026)

Kegiatan

Di ruangan kepaniteraan perdata Menuliskan nomor
perkara perdata,selanjutnya di ruanggan kepaniteraan hukum
menyusun berita acara penyerahan uang leges, mengarsipkan
ceklis surat kuasa advokat, serta mengisi buku register perdata

permohonan dan mengarsipkan

Penjelasan

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, penulis yang
seharusnya ditempatkan di bagian Kepaniteraan Hukum masih
diberikan tugas untuk membantu administrasi di bagian
Kepaniteraan Perdata. Kegiatan yang dilakukan penulis antara
lain menuliskan nomor perkara perdata pada berkas perkara
sebagai bagian dari proses pengelompokan dan penataan
administrasi perkara. .Kegiatan dilaksanakan di ruang Perdata
dan Hukum. Pada bagian Perdata, penulis melakukan pencatatan
nomor perkara perdata serta mengisi buku register permohonan.
Sementara itu, pada bagian Hukum, penulis menyusun berita
acara penyerahan uang leges, mengarsipkan ceklis surat kuasa
advokat dan menginput nomor perkara di sipp dan buku register

pidana dan perdata

Dokumentasi
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Menginput nomor perkara di sipp pidana dan perdata

25) Hari ke-25 (Kamis, 26 Februari 2026)

Kegiatan Meminta tanda tangan Bapak Dr. Sekhroni, S.H., S.Ag.,
M.H pada surat kuasa, meminta tanda tangan berkas perkara
pidana kepada Bapak Yosep, mengarsipkan putusan akhir dalam
SIPP, serta menulis di buku register surat masuk.

Penjelasan Kegiatan dilaksanakan di ruang Kepaniteraan Hukum.

Penulis melakukan permintaan tanda tangan kepada Bapak Dr.
Sekhroni, S.H., S.Ag., M.H pada surat kuasa sebagai bagian dari
kelengkapan administrasi. Selain itu, penulis juga meminta tanda
tangan pada berkas perkara pidana kepada Bapak Yosep.guna
memastikan dokumen telah disahkan sesuai prosedur.
Selanjutnya, penulis mengarsipkan putusan akhir ke dalam
sistem SIPP sebagai bentuk pengelolaan data perkara secara
digital. Penulis juga menulis data pada buku register surat masuk

untuk mencatat setiap dokumen yang diterima.
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Meminta tanda tangan pada surat kuasa kepada Bapak Dr.

Sekhroni, S.H., S.Ag., M.H.

/

Meminta tanda tangan berkas perkara pidana kepada Bapak
Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H
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Mencatat surat masuk dalam buku register.

26) Hari ke-26 (Jum’at, 27 Februari 2026)

Kegiatan Menulis PNBP, mengarsipkan ceklis surat kuasa advokat ,
serta mengarsipkan surat kuasa lembaga atau instansi ,
meregister berkas perkara pidana dan perdata , Penutupan PKL.
mengarsipkan perkara pidana dan perdata di ruang arsip.

Penjelasan Adapun kegiatan yang dilakukan,menulis dan mencatat

data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bagian
dari administrasi keuangan perkara. Selain itu, penulis juga
membantu mengarsipkan surat kuasa advokat serta juga
pengarsipan surat kuasa dari lembaga atau instansi guna menjaga
ketertiban administrasi dokumen.

Penulis juga melaksanakan kegiatan meregister berkas
perkara pidana dengan mencatat data perkara sesuai prosedur
administrasi yang berlaku. Kegiatan selanjutnya adalah
penutupan dengan pamitan dengan Ketua Pengadilan Negeri
Blitar dan setiap ruangan serta pegawai yang lainnnya. Di
samping itu, penulis membantu mengarsipkan berkas perkara
pidana dan perdata di ruang arsip untuk memudahkan
penyimpanan, penataan, dan pencarian kembali dokumen

perkara apabila diperlukan.
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Mengarsipkan surat kuasa lembaga atau instansi ke dalam
snelhecter
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Penutupan kegiatan dengan berpamitan kepada Ketua
Pengadilan Negeri Blitar, setiap ruangan, serta seluruh pegawai.
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Mengarsipkan berkas perkara pidana dan perdata di ruangan
arsip

39



BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil dan Pembahasan

Sistem kerja dalam suatu instansi pada dasarnya disusun secara terencana dan
sistematis. Hal tersebut juga diterapkan di Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA yang
memiliki struktur organisasi resmi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
kelembagaan. Struktur organisasi tersebut meliputi Ketua dan Wakil Ketua, Hakim,
Sekretaris, Panitera, Panitera Muda, serta pegawai struktural dan fungsional yang
masing-masing memiliki peran dalam menunjang penyelenggaraan peradilan.
Struktur organisasi di Pengadilan Negeri Blitar Kelas [A menunjukkan adanya
pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap unsur. Adapun tugas

dan kewajiban dari setiap unsur tersebut adalah sebagai berikut:
1) Ketua dan Wakil Ketua

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri memiliki peran utama dalam
memimpin serta mengoordinasikan seluruh kegiatan yang berlangsung di
lingkungan pengadilan. Keduanya bertanggung jawab memastikan bahwa
pelaksanaan tugas peradilan berjalan dengan lancar melalui fungsi perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu, pimpinan juga membagi tugas kepada
para hakim dan aparatur peradilan secara proporsional agar tercipta kerja sama
yang efektif. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Ketua dan Wakil Ketua
secara berkala melakukan evaluasi, memberikan arahan, serta pembinaan kepada
seluruh pegawai. Mereka juga menyelenggarakan rapat rutin sebagai sarana
koordinasi internal dan menjalin kerja sama dengan instansi penegak hukum
lainnya. Di samping itu, pimpinan turut mengawasi pelaksanaan putusan

pengadilan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Cahyani et al., 2023).
2) Majelis Hakim

Majelis Hakim merupakan pelaksana utama kekuasaan kehakiman di
pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Hakim memimpin jalannya
persidangan, mulai dari memeriksa para pihak, menelaah berkas perkara, hingga

menilai alat bukti yang diajukan. Dalam perkara perdata, hakim juga berupaya
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mendorong penyelesaian melalui mediasi. Setelah seluruh rangkaian persidangan
selesai, Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk menentukan putusan
berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta ketentuan hukum yang
berlaku. Putusan tersebut kemudian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
Selain itu, hakim juga dituntut mampu melakukan penemuan hukum agar putusan
yang dihasilkan dapat mencerminkan rasa keadilan di Masyarakat (Manao & Dani

Elpah, 2017).
3) Panitera

Panitera memiliki peran penting dalam penyelenggaraan administrasi perkara
di pengadilan. Tugasnya meliputi pencatatan, pengarsipan, serta pengelolaan
berkas perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan. Selain itu,
Panitera juga membantu kelancaran persidangan dengan mencatat jalannya sidang
serta menyusun dokumen hukum, seperti salinan putusan, sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Panitera bertanggung jawab atas berbagai dokumen
penting, antara lain putusan, akta, buku register, biaya perkara, uang titipan pihak
ketiga, surat berharga, dan barang bukti. Khusus dalam perkara perdata, Panitera

turut melaksanakan putusan pengadilan sesuai kewenangannya.

Secara struktural, Panitera mengoordinasikan Wakil Panitera, Panitera Muda,
dan Panitera Pengganti beserta seluruh pelaksana teknis. Wakil Panitera
mendukung pelaksanaan administrasi perkara, sedangkan Panitera Muda yang
terbagi dalam bidang Perdata, Pidana, dan Hukum bertugas mengelola
administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, serta menyusun data dan

laporan terkait kegiatan peradilan (Suhariyanto, 2018).
4) Sekretaris

Sekretaris berperan dalam memberikan dukungan administratif guna
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas peradilan. Tugasnya meliputi
pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, serta sarana dan

prasarana di lingkungan pengadilan.

41



Dalam pelaksanaannya, Sekretaris bertindak sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran secara transparan
dan akuntabel. Selain itu, Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada
bagian kesekretariatan, termasuk mengarahkan kegiatan Subbagian Umum,
Kepegawaian, dan Keuangan. Sekretaris juga berperan sebagai penanggung jawab
kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, seperti menyusun dan
menandatangani kontrak, serta menyiapkan dokumen administrasi keuangan,
termasuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Di samping itu, Sekretaris
menyusun laporan dan evaluasi kegiatan secara berkala sebagai bentuk

pertanggungjawaban administratif.
5) Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata memiliki tugas dalam mengelola administrasi perkara
perdata secara menyeluruh, mulai dari tahap pendaftaran hingga penyimpanan
berkas perkara. Dalam pelaksanaannya, Panitera Muda Perdata membantu hakim
dengan mengikuti serta mencatat jalannya persidangan, sekaligus mempersiapkan

kebutuhan sidang dan mengelola berkas perkara yang masih berjalan.

Selain itu, Panitera Muda Perdata bertanggung jawab memberikan nomor
register pada setiap perkara yang diterima serta menyerahkan salinan putusan
kepada para pihak apabila diperlukan. Panitera Muda Perdata juga menyiapkan
berkas perkara untuk keperluan upaya hukum, seperti banding, kasasi, dan
peninjauan kembali. Setelah perkara selesai, berkas tersebut diserahkan kepada

Panitera Muda Hukum untuk pengelolaan lebih lanjut.
6) Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana memiliki peran penting
dalam pengelolaan administrasi perkara sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Panitera Muda Perdata bertugas mengelola administrasi perkara perdata sejak
tahap pendaftaran hingga penyimpanan berkas. Selain itu, Panitera Muda Perdata
membantu hakim dalam mencatat jalannya persidangan, mempersiapkan
kebutuhan sidang, serta mengelola berkas perkara yang masih berjalan. Tugas
lainnya meliputi pemberian nomor register perkara, penyediaan salinan putusan

kepada para pihak, serta penyiapan berkas untuk keperluan upaya hukum seperti
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banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Setelah perkara selesai, berkas tersebut

diserahkan kepada Panitera Muda Hukum.

Sementara itu, Panitera Muda Pidana melaksanakan tugas serupa dalam
lingkup perkara pidana. Tugasnya mencakup pengelolaan administrasi perkara,
persiapan persidangan, serta pencatatan jalannya sidang untuk membantu hakim.
Panitera Muda Pidana juga bertanggung jawab dalam pemberian nomor register
perkara, serta pendistribusian salinan putusan kepada pihak terkait, seperti jaksa,
terdakwa atau kuasa hukumnya, dan lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa
ditahan. Selain itu, Panitera Muda Pidana menyiapkan berkas perkara untuk upaya
hukum lanjutan dan menyerahkan berkas yang telah selesai kepada Panitera Muda

Hukum.
7) Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum memiliki peran dalam pengelolaan administrasi dan
data hukum di lingkungan pengadilan. Tugasnya meliputi pengumpulan,
pengolahan, dan penyajian data perkara, termasuk penyusunan statistik serta

laporan perkara secara berkala.

Selain itu, Panitera Muda Hukum juga membantu hakim dengan mengikuti
dan mencatat jalannya persidangan. Panitera Muda Hukum bertanggung jawab
dalam pengelolaan arsip berkas perkara yang telah selesai, serta memastikan
dokumen tersimpan dengan baik dan tertata. Di samping itu, Panitera Muda
Hukum melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan administrasi hukum

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8) Panitera Muda Pengganti

Panitera Muda Pidana bertugas mengelola administrasi perkara pidana untuk
mendukung kelancaran proses peradilan, mulai dari penerimaan perkara,
pemberian nomor register, hingga penyiapan dokumen persidangan. Selain itu,
Panitera Muda Pidana juga menyampaikan salinan putusan kepada pihak terkait,

seperti jaksa, terdakwa atau kuasa hukumnya, serta lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, Panitera Muda Pidana menyiapkan berkas perkara untuk upaya

hukum lanjutan, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Setelah perkara
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selesai, berkas tersebut diserahkan kepada Panitera Muda Hukum untuk
diarsipkan. Dengan demikian, peran ini penting dalam menjaga tertib administrasi

perkara pidana.
9) Jurusita / Jurusita Pengganti

Petugas pengadilan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran
proses peradilan dengan melaksanakan perintah dari Ketua Pengadilan, Majelis
Hakim, maupun Panitera. Tugasnya meliputi pemanggilan para pihak serta
penyampaian pemberitahuan resmi, seperti pengumuman, teguran, dan putusan
sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, petugas juga melaksanakan penyitaan

berdasarkan perintah pengadilan.

Dalam pelaksanaan penyitaan, petugas wajib memastikan keabsahan objek
secara cermat, termasuk memeriksa batas dan dokumen pendukung, terutama
untuk objek berupa tanah. Setiap tindakan dituangkan dalam berita acara yang
disampaikan kepada pihak terkait, serta dilaporkan kepada instansi berwenang

seperti Badan Pertanahan Nasional apabila berkaitan dengan aset tanah.

10) Sub Bagian Umum & Keuangan
Sub Bagian Umum dan Keuangan memiliki peran penting dalam mendukung
operasional kantor melalui pengelolaan administrasi, sarana prasarana, dan
keuangan. Tugas utamanya meliputi pengaturan arus surat-menyurat, pengadaan
kebutuhan kantor, hingga pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Bagian ini
juga bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung dan aset serta menjaga
keamanan dan kebersihan lingkungan kerja agar suasana kantor tetap kondusif.
Di bidang finansial, bagian ini menyusun perencanaan anggaran dan
mengelola perbendaharaan yang bersumber dari PNBP maupun APBN. Prosesnya
dimulai dari pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) hingga penerbitan
Surat Perintah Membayar (SPM). Sebagai bentuk pertanggungjawaban, mereka
menyusun laporan keuangan berkala dan menata dokumen transaksi secara
sistematis agar seluruh penggunaan dana negara dapat dipertanggungjawabkan

dengan baik.
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11) Sub Bagian Kepegawaian

Subbagian Kepegawaian memegang tanggung jawab utama dalam mengelola
seluruh administrasi SDM di lingkungan kantor. Tugasnya cukup kompleks, mulai
dari menata data dan arsip pegawai, menyusun daftar urut kepangkatan, hingga
mengurusi berbagai usulan administratif seperti kenaikan pangkat, mutasi,

pengangkatan jabatan, sampai proses masa pensiun.

Tak hanya itu, bagian ini juga menangani kebutuhan personal setiap pegawai,
misalnya pengurusan kartu identitas pegawai, jaminan sosial, serta memastikan
kenaikan gaji berkala berjalan tepat waktu. Dalam ranah kebijakan, Subbagian
Kepegawaian berperan penting dalam menyiapkan bahan rapat penting seperti
Baperjakat, menyelenggarakan prosesi sumpah jabatan, hingga melakukan
pemetaan dan pengusulan formasi pegawai agar jumlah personel di instansi selalu

sesuai dengan kebutuhan yang ada.
12) Sub Bagian Perencanaa, TI dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP)
memegang tanggung jawab dalam menyusun rencana kerja serta anggaran
tahunan yang menjadi acuan utama kegiatan instansi. Selain urusan perencanaan
program, bagian ini juga mengelola seluruh aspek teknologi informasi untuk
mendukung efektivitas kerja di pengadilan. Tak hanya itu, mereka juga bertugas
melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin, yang kemudian dituangkan
dalam laporan kinerja berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban atas

pelaksanaan program yang telah berjalan.

Selain didukung oleh jabatan struktural dan fungsional, Pengadilan Negeri
Blitar juga menghadirkan inovasi pelayanan melalui sistem e-Court Mahkamah
Agung serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mencakup layanan umum,
hukum, pidana, dan perdata. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan,
meningkatkan efisiensi, serta menjamin transparansi dalam proses pengajuan
perkara oleh masyarakat. Selain itu, tersedia pula Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
yang berfungsi memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang

membutuhkan.
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BAB 1V
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan
Negeri Blitar Kelas [A, dapat disimpulkan bahwa sistem kerja yang diterapkan telah
berjalan secara terstruktur dan terarah sesuai dengan pembagian tugas dalam
struktur organisasi. Struktur tersebut mencakup unsur pimpinan, hakim,
kepaniteraan, serta bagian kesekretariatan yang masing-masing memiliki peran
dalam mendukung kelancaran proses peradilan. Pembagian tugas yang jelas
tersebut memungkinkan setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan
terkoordinasi.

Selama mengikuti kegiatan PKL, penulis memperoleh pemahaman yang lebih
mendalam mengenai lingkungan kerja di pengadilan, baik dari aspek teknis
peradilan maupun administrasi. Penulis dapat mengetahui secara langsung tugas
dan fungsi setiap unsur, serta memahami alur penanganan perkara dari tahap awal
hingga penyelesaian. Selain itu, penulis juga berkesempatan mengikuti jalannya
persidangan dan menyaksikan pelaksanaan eksekusi perkara perdata, sehingga
memberikan gambaran nyata mengenai praktik peradilan di lapangan.

Pengalaman yang diperoleh selama kegiatan PKL ini memberikan tambahan
wawasan yang tidak sepenuhnya didapatkan selama perkuliahan. Penulis tidak
hanya memahami teori hukum, tetapi juga memperoleh pengetahuan mengenai
pengelolaan administrasi di lingkungan pengadilan. Dengan demikian, kegiatan
PKL ini memberikan manfaat sebagai bekal dalam menghadapi dunia kerja,

khususnya di bidang hukum dan administrasi peradilan.

4.2 Saran
Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Negeri Kelas
IA, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Saran Bagi Instansi
Instansi diharapkan dapat terus menjaga bahkan meningkatkan kualitas

pelayanan, baik kepada masyarakat maupun peserta PKL. Selain itu,
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pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam pengelolaan data dan arsip
secara digital, sebaiknya terus dikembangkan agar proses administrasi menjadi
lebih rapi, cepat, dan efisien.
2. Saran Bagi Kampus/Perguruan Tinggi
Perguruan tinggi diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan
akademik serta menjalin kerja sama yang baik dengan instansi terkait agar
mahasiswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk praktik. Selain itu, akan
lebih baik jika mahasiswa diberi peluang mengikuti magang mandiri, dan
pelaksanaan PKL dilakukan sebelum penyusunan skripsi supaya pengalaman
yang didapat bisa lebih menunjang kesiapan mahasiswa.
3. Saran Bagi Mahasiswa
Mahasiswa diharapkan bisa memanfaatkan kegiatan PKL dengan sebaik
mungkin, misalnya dengan belajar secara serius, menjaga kedisiplinan, serta
mematuhi aturan yang ada. Sikap, etika, dan sopan santun juga perlu dijaga,
disertai kemampuan berkomunikasi yang baik dengan para pegawai. Selain itu,
mahasiswa diharapkan lebih aktif, bertanggung jawab dalam menyelesaikan
tugas, serta berinisiatif untuk bertanya atau membantu pekerjaan agar lebih

memahami alur kerja secara menyeluruh.
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LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan

FAKULTAS HURKUM
Kampus : JI. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR

: 64/PPO4/FH-UNISBA/12026
Lampiran i-
: Permohonan Praktek Kerja Lapangan

Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Negeri Blitar
Jalan lmam Bonjol Ne. 68, Blitar, Jawa Timur

Dengan Hormat,
Schubungan dengan pelaksanaan program Praktek Kerja Lapang (PKL) kami memohon Bapak/lbu
untuk memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa kami:

No. Nama NIM FrlukeaPo™™ | Semester e
1

1. | Cahya Zannuba Arifah K | 22107710069 | Hukum/lma Hukum (T:ilnih) 085648887756

2. | Nabila Nur Fitria 22107710082 | Hukum/Timu Hukum (_r;.'.:h) 085785604211

3. | Indana Zulfa Putri 22107710042 | Hukum/limu Hukum (T:ill:h) 081529401892
Untuk dapatkan ijin dalam pelaksanaan program Praktek Kerja Lapang (PKL) di:
Instansi/Perusahaan : Pengadilan Negeri Blitar
Tanggal : 1 Februari-1 Maret 2026

Demikian permohonan ijin diajukan atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Blitar, 27 Januari 2026

NIDN. 0708107902
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Lampiran 2 : Surat Permohonan Bimbingan PKL

YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR

FAKULTAS HUKUM
Sekretariat / Kampus: J1. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

SURAT TUGAS
Nomor : 71/PP04/FH-UNISBA/1/2026

HAL :Permohonan Menjadi Pembimbing PKL

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan pengerjaan laporan PKL oleh mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Ilmu hukum, sebagai

berikut:
No. | Nama NIM Tempat PKL
1. | Cahya Zannuba Arifah K 22107710069 Pengadilan Negeri Blitar
Nabila Nur Fitria 22107710082 Pengadilan Negeri Blitar
3. | Indana Zulfa Putri 22107710042 Pengadilan Negeri Blitar

Untuk itu kami mohon saudara:
Nama : Imam Slamet, S.H., M.H.
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum
Sebagai Pembimbing PKL

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan mohon maklum adanya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Blitar, 27 Januari 2026
an Fakultas Hukum




Lampiran 3 : Presensi Harian Praktek Kerja Lapangan

YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR

FAKULTAS HUKUV
Kampus : JI. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

PRESENSI HARIAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL)

s ~ANWGle ~Afur

e it

Nama
NIM : .RA3A101110082
Hari Tanggal Paraf Kegiatan
ke- Pembimbing Lapang
1 1 V- Rl Pegi L anamipriat, Porieretn d i Sevamit et
offé‘ﬂll— 20J6 / Stswo 1 kepada kewa [N beme Cowen. -
ik S e e e e e,
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Lampiran 4 : Lembar Penilaian Kegiatan PKL

YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR

FAKULTAS HUKUM
Kampus : JI. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN PKL

Nama : Mﬁ%ih Nuvﬁrh\

NIM : 224013140082
Judul

No Materi Penilaian Nilai (angka)
1 | Kedisiplinan o

2 Tanggung Jawab a1

3 | Kreativitas 1..4ag8

4 Kerjasama [¢]5)]
5 | Prosentase Kehadiran % 7.94 -
Rata-Rata [ Yani OF 2 0 TS

I
éﬁﬁr 7—‘?— /kénun‘ 2,

Pembimbing L'apa.lllg,

e

Catatan :
Mohon dikembalikan pada amplop tertutup

Sistem Penilaian

Nilai Bobot Keterangan
A 81-100 Sangat baik
B 70-80 Baik
[0 56-69 Cukup
D 45-55 Kurang
E <45 Gagal
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Lampiran 5. Struktur Organisai

Derman Parlungguan Nababan,

Agus Darmanto, S.H., M.H.

KETUA

S.H., M.H
WAKIL KETUA

HAKIM

. Ari Kurniawan, S.H.

. Taufiq Noor Hayat, S.H.

. Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H.
. Didimus Hartanto Dendot, S.H.
. Mohammad Syafii, S.H.

. Raden Rajendra M.l S.H., M.H.

. Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M|
. Fithriani, S.H., M.H.

WO ~NDOEWN =

. Muhammad Igbal Hutabarat, SH. M.H.

H.

PANITERA
Dr. Sekhroni, S.H.,
S.Ag., M.H.

|

SEKRETARIS
Ari Efendi, S.H., M.H.

PANMUD

PERDATA
Bagus Handoko
Soepandji, S.H.

PANMUD
PIDANA

Gunadi, S.H.

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL:

- Panitera Pengganti

- Jurusita / Jurusita Pengganti

- Pranata Peradilan

PANMUD KASUB KASUB KEPEG.
HUKUM PTIP & ORTALA
Nurwono, S.H., Setia Kurniawan Diana Setyawati,
M.H. Bakti, S.E. SiE

KASUB UMUM &
KEUANGAN
Widi Nugroho,
S.E., MBA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL:

- Fungsional Arsip
- Fungsional Pustakawan
- Fungsional Pranata
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Lampiran 6 : Bagan Sub Bagian Umum dan Keuangan PN Blitar

DESKRIPTION
SUBJBAGIAN[UMUMDANKEUANGANIRENGADIVANINEGERIBLITAR

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

SETIAKURMAWAN BAXTL, $.£, MM,
NIP. 19630210 200912 1 005

‘TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB :
1 Kaordinasi pelaksanaan unusan sural Menyral, s, pedengkagan, fumeh tangga, keamanan, pepustakaan.

 Kaordiatr L barg peerhapn,

o
P, Gaj,

8 Mentuat poran Bagon U dan Keangen

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

mwmaz‘m:
7 omnlr Pasaciaan’
3.0parsior SIMAN
Mot Lagoran SMAK BN
Inventars BUN . Sewn BAIN dan Parghagusan).
Lw m

. Distridusi Barang Persediasn.,
g |
mm-u—t—m-n-g— g

10 Memtanty ral mask don ek 137G Ui ks
11 Mombart 1 5PP SPM paj ind, o PP
12Memdants §
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Lampiran 7 : Bagan Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana PN Blitar

DESKRIPTION
e 5 B BAGIAN KEPEGAWAIAN/ORGANISASIDAN)TATALAKSANA'PENGADILAN NEGERI BLITAR

Pit. KEPALA SUB BAGIAN KEPEG.\\(AIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

EKO AGUS >UYAMBODO, S.H.
NIP- 19730612 200604 1 002

gk '---Tlflm-.ummmnm-m

DUK, Bazsefrq | (U R RN MR
M Bariip 0 J)I]lll'.ﬁm-
Hivm

40 Tehehi Yicislad dan Non Teknis Yudisial.

u *
Veria o apegritiin
hn sebagnl vk et

ummmmuﬂumeumv: Copen veren Ovp 141 141 Gan Tata Laksana.
Nu-nv Evaluasl SOP Sub Buig or Xegepeminind Crgerisas 410 Tea Laksana.
Eved zm-ui‘vmmv istem Sumber Daya Manuasia .

2. Memproses usul permohonan KARPEG, KARISKARSU, ASKES dan Kartu identtas kepegawaian ainnya.
3 Nemproses usul o dan on.

4. Nemproses surat tugas kedinasan.

s

7. Membuat Surat Keputusan stas nama Ketua Pengadian Negeri dan Selretars.
5ub Bagen Kepepewaan Orpaniasss dan Tats Lakasna.

13 Mermbust Surst Kot nosditar [
(Berks

10.
11 Pamtustan SKXP can PKP hakim dan pegawal

PN Bitar.

opmwal Gan Surst n Pegawal.
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Lampiran 8 : Bagan Kepaniteraan Perdata

PANITERA MUDA PERDATA-

SUBAKIR,S.H.
197302151993031001

LA 7 e e b o
1 e Ly B, o s bt b e
t‘.-_---nqn—-—v..-_.- I
1 R e o e

ey o
R o b T S —
§ St ol N s P ot P

STAF KEPANITERAN PERDATA
VINAKRISTIAN|
PPAPN

1 g Petoywn P10 ot
[T ——

g
e ot e T L —r—"
& Brpon hon! potera pats Povins Vs Pt

M 41 gt Pt W P

3 Bt o g Wt o g s ot
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Lampiran 9 : Bagan Kepaniteraan Hukum PN Blitar

PANITERA MUDA HUKUM

SUKRI SAFAR, S.H,
NIP. 19800704 201101 1 009

+Koordinator Laporan Elektronik Kepaniteraan Hukum.

+Koordinator laporan Informasi dan Pengaduan.

+Koordinator Indek Persepsi Korupsi (IPK) dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).
+Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP ) Kepaniteraan Hukum.
+Koordinator Kearsipan.

BARRY MARWINDA
NIP, 19081011 202521 1002

5. Membust Laporan IPK dan IKM

2. Pemberkasan ¢-~ ®engarsipan berkas perkara

3.Peminjaman dan Pengemballan berkas perkara
ol 4. Pelaporan elektronik

5. Membantu Tugas Kepaniteraan Hukum lainnya
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Lampiran 10 : Bagan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

PN Blitar

¥ E

OBIDESKRIPTION

SUB BAGIAN PERENCANALN KNOLOGI INFORMASIDANPEI.APO PENGADILAN EGERI @@}

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PFLAORAN

NIP. 19730812 200604 1 002

TUGAS DAN TANGOUNG JAWAS ¢
‘Tugas Pokok

| M sages bomad logerm 620 bars b ke webs.

s o ek e i
et T P 1

l“z-—--‘-\*nl—

ioves g et n i
ten S o e Py

(ks pomgrcienn e 6 iy el
D togms Palzpars

i e
lh—--—-— rih e behan i v s abr

Literbst Laporn Kinarjs Semestorin.

ey tan rnamstias legern paial sanasa Lges RaL
T o b vt

hogiian ot
 Bonghiampun, marnyctan €31 manghicr@nmsan peTisenen Lperes
Tunan don LGP

MAW

NP 10881006 202821 1 002
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Lampiran 11 : Bagan Kepaniteraan Pidana PN Blitar

Ml et pch il bk
9 Mergriad et g e Gt

o SPP
10 Mgyt mits BT prkars g ke S

MAULIDIANA KHOLIDA, 8.4,
NIP. 19990823 202506 2 021

e
-

- . e
i gt _1&-

lﬂ-——--

et o 1y

et s g s W

g kel e s b i i e

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAS :

lmn‘h—-hgz
b e map Ko oo s,
T ——
PSS S———]

3\ Parars P BeodelB)
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Lampiran 12 : Alur Persidangan Gugatan Perdata Pengadilan Negeri Blitar

ﬂlllﬂ RERSIDANGAN GUGATAN RERDATH
" = PENGADILAN NEGERI BLITAR

’._.

Kakim meauka
Persidangan

Para Fiak
Kadir

Ya

Mediasi

Kaim dapat
menunga sidang
berikuteya, deagan
angka waklu 30
Kl untuk megiast
]
49t oitamdan
30 Karf gl atas
Kesepakatan para
Pt ( pasal
ayat(2da03)
PERMA 1 ( 2916)

Hakim kembal
memangyil para
ihak, Kakim
menentukan
langgal sidang

Ya

Apakah kasus
selosal dengan Modiasi

Tidak

Sidang dilanyut
andengan agenda
Pembacaan Gugatan
(lan Pemberian
Jawahan oleh Tergugal

Penggugat & kuasanya
fidak had

Temggugat & kuasanya
(i hadiv

Repilk dan
Dupiik

Telah dipangott
dlengan Sah & Patut

Telah dipanggh
dengan Sah & Patut

Putusan
St

Memenubl keputysan
Absolut dan Refati

bugatan
Gugur

Syarat Formil
fefan terpenunl

Ya

Agakah guyatan
beralasan
menurul Hukum ?

Ya

Yersiek

Gugatan seluruay atay
sebaglan dikabutkan

Pembuktian

Penggupal holeh mengajukan
Gugatan yang sama sexal ag)

Uerste
Gugatan tigak
dapat diterima

Tidak

Tidak Verstek
Olgatan ditolak

Kesimpulan
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Lampiran 13 : Alur Persidangan Perkara Pidana Biasa Pengadilan Negeri Blitar

>0 ALUR PERSIDANGAN PERKARR PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI BLITAR

¥
oot

Pembacaan
Surat Dakwaan

Eksepsi

Putusan
sela

Jika paoa Sidang Pertama Terdakwa tdak
mempunyai Penasenat Rukum maka
Majelis Waiib Menanjuk Penasehat Hukum
bagl teraakwa yang di ancam dengan
pidana mati atau ancaman pidana 5 Tahun
atau lebih dan terdakwa yang lidak
mampu ( pasal 56 ayal | KUKAP ) Sidang
ditunda untuk penumjukan Penasenat
Hukum

Keterangan

Saksi

Keterangan
Anli

Keterangan

Terdakwa

Tahap Pembuktian

Nat Bukti yang Sah
( Pasal 184 KUHAP )

Keterangan Saksi
Keterangan AnN
Surat

Petunjuk

Keterangan Terdakwa

Tuntutan Jaksa
Penuntut Umum

Pembelaan
Terdakwa

Jawaban Penuntut
( Replik )

Jaksa Terdakwa
( Duplik )

Musyawarah
Maielis

Pembacaan
Putusan

Para Pihak Hadir
Atau Tidak ?

Banding

Jutusita Penggant / Jaksa
Penuntufi émsm
Mengirimian Kitipan kepada
Pibas yang tidak Kair

JUTusiD Pengoant / Jaksa
Prouetite Genum
Mengerinan Kutlpan kepada
Pehak yang tidak Hadir
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Lampiran 14 : Surat Kuasa

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah int

Nama c MUHAMMAD JIAROHDIN Alias MEMET Bin (Alm) WIiJI

Tempat & Tgl Lahir : Blitar, 09 September 1989

Umur 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan Swasta (KuliBangunan)

Alamat : Lingkungan Bening RT 04 RW 01 Desa Jingglong Kec.

Sutojayan

Kab. Blitar

Untuk selanjutnya disebut sebagal . e (R PEMBERI KUASA

Dalam hal ini telah memilih domisili hukum pada kantor hukum kuasanya di bawah ini
dan dengan inl menyatakan memberi kuasa kepada :

EKA PUTRI YULIANA, S.H. N.lLA 22.02243 dan LAILATUL FAZRIYAH, S.Sy. M.H. N.LA 17.
00937 keduanya advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Gajah Mada (LBH Surya
Gajah Mada) beralamat di Jalan Kol No 6, Dusun Tlogo I, RT 002 RW 001, Desa Tlogo,
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar yang bertindak baik secara bersama-sama atau

sendiri-sendiri. Selanjutnya disebut sebagal PENERIMA KUASA

—— KHUSUS

Bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA guna mendampingi dan membela
kepentingan hukum terhadap PEMBERI KUASA selaku Terdakwa dalam Perkara Pidana di

Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 340/Pid Sus/2024/PN Bt

Selanjutnya untuk maksud tersebut di atas, Pemberi Kuasa memberikan hak kepada
Penerima Kuasa secara sepenuhnya guna menghadap dan mendampingi Terdakwa pada
persidangan di Pengadilan Negeri, menghadap Instansi-instansi baik pemerintahan
maupun swasta, menerima salinan berkas perkara, menenma surat dakwaan,
mengajukan eksepsi, mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi yang
meringankan, menerima surat tuntutan, mengajukan pledol serta mengajukan dan
meminta salinan putusan, membuat serta mengajukan permohonan banding.,kasasl| dan
atau melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dianggap bailk dan perlu bagi
kepentingan dan hak-hak Pemberi Kuasa yang dibenarkan menurut ketentuan hukum

yvang berlaku. Suratkuasa inidiberikan dengan hak Substitusi

Blitar, 06 Januari 2025

Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,

EKA PUTRI YULIANA, S.H. MUHAMMAD JIAROHDIN Alias
MEMET Bin (Alm) WIJI
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Lampiran 15 : Putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung § i

putusan.mahkamahagung go.id

PUTUSAN
Nomar 3Pd. B2026FN Bt
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negen Bitar yang mengadéi perkara pidana dengan acara
pemerisaan =ngkat dalam tnghat perfama menjatuhkan putusan sebagas

benkut dalam periara Terdakwa -
L Nama lengiap - RAFLI AXBAR PANGESTU
2 Tempat lahe : Blex
3 Umer/Tanggal karer : 19 Tahun / 15 Agustus 2006
4. Jens kelamn : Lakodak
5. Kebangsaan : Indonesa
E. Tempat tinggal : Dusun Puoungsan Lor, RT 02 AW 01,
Desa
Shoeok, Kecamatan Garum, Kabupaten Bitar
Agama - islam
Pekernaan : PelgjarMahassaa

Terdakwa RAFLI AKBAR PANGESTU deahan dalam tahanan peswdi oleh:

} & Pemydk, sepk tanggy 2 November 2025 sampal dengan
tanggal 21 November 2025;

2 Pemypdk, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum seyak tanggal 22
November 2025 sampas dengan tanggal 31 Desember 2025;

3. Penuntut Usmum, sejak tanggal 29 Desember 2025 saopa
dengan tanggal 17 Januan 2026,

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januan 2026 samps
dengan tanggal 13 Februarn 2025;

5. Halam Pengadiian Neges Perpanangan Oleh Ketua Pengadian

Negen sefak tanggal 14 Februan 2026 sampa dengan tanggal 14 Agril
2026,

Terdakowa didampingl Penasiae Hukum Dewt Suryaningsh, SH, MH.,
dkk, Aovokat pada Lembaga Bantuan Hulasn LX-3M Cabang Blexr, beralamat
di Jadfan De. Wahadin No. 33 Kota Bitar, berdasarkan Surat Penesapan Nomor
3P B/202G/PN Bit, tanggad 20 Januawri 2025;

Pengadilan Negen tersebut,
Setelah membaca:
Pabatian I diet 20 Puiiias Notior 39 ANDOPN B8
C-—
- — - - 7
B —— — L e 4 Apy W r——

64



Lampiran 16 : Penutup
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